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<b>ABSTRAK</b><br>

Tingginya persaingan usaha di dalam era globalisasi telah mendorong perusahaan-perusahaan yang
berkembang untuk mengambil langkah yang dapat mengamankan posisinya antaralain melalui efisiens,
peningkatan daya saing dan produktivitas. Peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan dapat
dilakukan melalui merger. Dalam kaitan ini, melalui kebijakan perpajakan, pemerintah telah memberikan
kemudahan (fasilitas) perpajakan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan merger dengan nilai buku
yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Syarat-syarat yang diberikan dalam PMK memiliki
kendala bagi pelaku usaha karena secara bisnis tidak efisien bahkan menimbulkan ketidakadilan untuk
diterapkan. Selain itu Peraturan Menteri Keuangan tersebut bukan termasuk dalam hierarki Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia sehinggaisi pengaturan PMK tersebut dapat dibatalkan oleh Hakim
khususnya Hakim Pengadilan Pajak ketikaterjadi banding antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal
Pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakpastian hukum. Untuk mengantisipasi
permasal ahan tersebut, Pemerintah harus membuat Peraturan Perundang-undangan setidaknya Peraturan
Pemerintah khusus mengenai fasilitas perpajakan bagi Wajib Pgjak dalam melakukan kegiatan merger.
<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

The high competition in era of globalization has encouraged devel oping companies to take actions to secure
a business among others through efficiency, increased competitiveness and productivity. Increased
efficiency and productivity of the company can be done through mergers. In thisregard, through tax policy,
the government has made it easier (facilities) taxation for Taxpayers in merger activity with the book value
that is regulated by the Minister of Finance. The requirements given in the Minister of Finance regulation
(PMK) has a constraint for businesses because it is not efficient for business even cause injustice to be
applied. In addition, the Minister of Finance regulation is not included in the hierarchy of legislationin
Indonesia so that the contents of the PMK settings can be canceled by the Judge at the Tax Court Level
especially when thereis an appeal between the taxpayer and the Directorate General of Taxation. This can
be lead to inefficiency and legal uncertainty. To anticipate these problems, the Government should make a
Legidation atleast Government Regulation on tax privileges for Taxpayersin merger activity.
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